WALI NAGARI DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA

KEPUTUSAN WALI NAGARI DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA
NOMOR 141/17/KPTS/WN.DLB-1/1/2023

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

WALI NAGARI DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tEfl.tElI'lE
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan
Komisi Pemilihan Umum,/Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten /Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan/atau Walikota dan Walkil

Bupati dan Wakil
Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13

Tahun 2017, yang menyatakan bahwa dalam
melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat yang
dipimpin oleh sekretaris dan Staf Sekretariat PPS yang
memenuhi persyaratan;

hahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Wali Nagan
Damar Lapan Batang Inderapura tentang Penetapan
Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan
Umum Tahun 2024;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali
’ Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
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‘mum lkall diubah, terakhir dengan Undang-
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan ﬂm m
Undang-Undang Nomor | Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor |
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali
Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan  Umum, Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi
Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja  Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil, Bupati
dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 556)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1948);

3.  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi
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Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Prugram
Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan
Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali
Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

SQurat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor :34}17-'1-'-“04.{]1-5Dj1301/2[}23 perihal Pembentukan

gekretariat Panitia Pemungutan Suara

MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN WALI  NAGARI DAMAR LAPAN BATANG
INDERAPURA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024,
Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan

quara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai berikut ;

No. Nama ~ Jabatan

1 | HARIDHO SAPUTRA,S.Sos Sekretaris

5. | LISDIANARIZA S T .
3 | RATIH MANJARI — e

Keput usan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan

Ditetapkan di Tanah Bajak
pada tanggal 28 Januari 2023

WALI NAGARI
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